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ABSTRAK

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab dari
ketidaksetaraan relas gender. Karena ikut andil dalam mengkontruksikan
adanya perbedaan gender khususnya hubungan dalam sebuah keluarga. Islam
sebagal agama yang mengajarkan untuk dapat saling menghormati, menghargai,
saling tolong-menolong serta saling menyayangi, dan selalu mengajarkan untuk
berlaku adil, yang tentunya juga tidak merestui adanya penindasan antara
sekelompok masyarakat dengan masyarakat lain, termasuk perempuan. Oleh
karenaitu termasuk menjadi salah satu agenda Nabi adalah membebaskan kaum
perempuan dari pasungan kultur patriarkhi oleh masyarakat Arab.

Skripsi membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan
dengan objek kajian antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Isam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD). Meski kedua peraturan ini
mengatur permasalahan yang sama yakni perkawinan, namun kedua peraturan
tersebut berangkat dari ruang yang berbeda. KHI disusun berdasarkan pendapat
dalam kitab-kitab klasik para ulama arab dengan kultur dan masa yang berbeda,
sedangkan CLD disusun berdasarkan atas pemikiran konteks kekinian dengan
landasan kesetaraan gender. Kedua peraturan tersebut juga tidak terlepas dari
acuan yang dipakai oleh umat Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, namun kedua
peraturan ini banyak ditemui perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh
perbedaan penafsiran.

Pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-
hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD kemudian apa
persamaan dan perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI
dan CLD serta bagaimana relevans hak-hak perempuan dalam perkawinan
menurut CLD dengan konteks kekinian. Penyusun menggunakan pendekatan
sosiologis, yaitu pemikiran yang kajiannya dilihat dari faktor dan implikasi hak-
hak perempuan dalam perkawinan, juga menggunakan pendekatan yuridis
normatife, yaitu mengkaji objek penelitian tersebut dengan mencari dan
menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi dasar hukum.

Setelah pembahasan dilakukan, penyusun berkesimpulan bahwa pasal-
pasal yang mengatur tentang relasi serta hak-hak perempuan dalam perkawinan
yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka ruang yang bias gender, karena
banyak dijumpai pasal-pasal yang mengedepankan kaum laki-laki dan kaum
perempuan diletakkan sebagai konco wingking yang bertanggung jawab pada
ruang domestik. Sementara rumusan yang terdapat dalam pasa-pasal CLD,
berusaha mensggarkan kedudukan antara kaum laki-laki dengan kaum
perempuan, karena tujuan CLD ingin mewujudkan konsep kesetaraan gender.
Kemudian pada pokok masalah yang kedua tidak terdapat persamaan akan
tetapi terdapat beberapa perbedaan anatara KHI dan CLD mengenai hak-hak
perempuan dalam perkawinan, relevansi CLD dengan konteks kekinian, CLD
disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat sekarang terkait adanya
perubahan sosio-kultur masyaraakat sekarang dengan sosio-kultur masyarakat
arab pada masa itu, dan perempuan sekarang sudah mengalami kemajuan yang
cukup pesat untuk memperjuangkan hak-haknya baik di dalam kancah publik
maupun domestik.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Tranditerasi kata-kata Arab yang dipaka dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987
nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.
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C. Ta Marbitah di Akhir Kata
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e i ditulis Furtd
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. Vokal Rangkap
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang disakralkan, bukan seperti akad-akad
lain yang telah diatur oleh agama. Karena akad perkawinan bersifat misagan
galizan (akad yang ditangguhkan). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluaraga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Y ang Maha Esa.*

Setelah berlangsungnya akad perkawinan (ijab gabul) antara laki-laki dan
perempuan untuk hidup berdampingan saling membantu dan bekerjasama guna
mencapai tujuan yang mulia Terjadinya suatu akad tersebut akan menimbulkan
akibat hukum, seperti hal-hal yang sebelumnya diharamkan setelah akad yang sah
tersebut menjadi hala hukumnya, dan ada pula yang berlaku sebaliknya
Perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewgjiban serta tanggung jawab
bersama yang akan diemban dan selalu dijaga oleh suami dan istri di daam
mengarungi bahtera rumah tangga agar selalu berjalan dengan baik. Hak dan

kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan. Dari prinsip ini pula

! Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Y aitu membina keluarga bahagia kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
maka perlu diatur hak dan kewgjiban suami masing-masing. Ahmad Rofigq, Hukum Islam di
Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), him. 181.



memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan yang serasi dan seimbang, hak
akan terwujud ketika kewajiban terpenuhi, demikian pula dalam perkawinan.?
Maka hak dan kewagjiban merupakan faktor penting untuk terciptanya sebuah
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam hukum keluarga Islam.
Suami misalnya, dibebani tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pengayom
bagi istri. Sebaliknya istri diberi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk
mengel ola kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya
untuk juga mencari nafkah, sebagai wanitakarir atau pekerja biasa.

Islam mengajarkan bahwa baik antara suami dan istri memiliki kedudukan
yang sggar, namun demikian secara kultural, hampir disemua tempat, banyak
dari kaum perempuan (istri) diletakkan tidak setara dengan kaum laki-laki
(suami). Misalnya, berdasarkan pandangan masyarakat tradisional yang patriarkhi,
peran laki-laki berbeda jauh dengan peran perempuan. Laki-laki dilukiskan
sebagal penguasa utama rumah tangga yang mamiliki hak-hak istimewa dan
otoritas terbesar dalam sebuah keluarga. Dengan demikian anggota keluarga lain
termasuk istri dan anak harus tunduk kepada penguasa utama * Lalu,
bagai manakah jaminan hak-hak istri di Indonesia dapat terpenuhi secara utuh?

Di Indonesia telah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang

perkawinan dan hak-hak serta kewajiban suami istri.’

% Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, Sudi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an , cet. ke-
2, (Yogyakarta: LkiS, 1999 ), him. 132-135.

* Setidaknya, Penelitian Celia E Mather, Industrialization in Tangerang Regenci of West
Java, 1982. lihat Mohamad Sobary, Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi,
cet. ke-1, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), him. 165.



Selain itu juga sudah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur
tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang sampai sekarang masih
digunakan sebagali acuan atau refrensi para hakim agama dalam memutuskan
suatu perkara, juga diharapkan sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia pada
khususnya, dalam mengamalkan 3 (tiga) permasal ahan tersebut.

Terkait dengan pesatnya kemajuan polafikir dan berbagai perubahan yang
menyangkut hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di mana
dalam memahai perbedaan tersebut tidak semata-mata hanya dimaknai sebagai
kodrat, tetapi juga gender, maka aturan-aturan yang menyangkut hubungan antara
laki-laki dan perempuan di dalam. Kompilasi Hukum Islam menjadi patut untuk
dikaji lebih dalam, karena dianggap masih bias gender®. Hal itu dikarenakan dari
latar belakang bahwa Kompilasi Hukum Islam disusun pada kondisi masyarakat
yang masih sangat kental dengan tradisi patriarkhi, tidak terlalu sensitife gender,
dan Kompilasi Hukum Islam juga dirancang berdasarkan rujukan dari kitab-kitab
klasik.

Melihat kondisi masyarakat sudah mengalami perkembangan yang pesat,
dari sgjak diberlakukannya KHI, baik dari polafikir, sosia, politik, ekonomi, dan
budaya, dan berbagai persoaan-persoalan yang timbul dewasa ini mengakibatkan
para hakim kesulitan untuk memecahkan kasus-kasus yang dihadapi di dalam
sidang Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena di dalam KHI terdapat

pasal-pasal yang sudah tidak relevan untuk menangani permasalahan-

® Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang perkawinan

® Siti Rukhaini Dzuhayatin, dkk. Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di Dalam
Rekonstruks Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islami. cet. ke-1, (Yogyakarta:
Pustaka pelgjar), him.vii.



permasalahan baru, yang terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat,
seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan trafficking
(perdagangan perempuan dan anak perempuan), maraknya kawin kontrak, dan
persoaan-persodan yang melahirkan berbagai diskriminasi bagi perempuan
dalam sebuh perkawinan. Perlu kami jelaskan, meski di dalam penulisan judul
skripsi ini hanya bertuliskan hak-hak perempuan dalam perkawinan, namun tidak
menutup kemungkinan, bahwa dalam skripsi ini juga akan membahas hak-hak
prempuan sebelum terjadinya akad nikah yang tentunya sangat berkaitan dengan
hak-hak perempuan, seperti memperhatikan usia pada anak gadis yang akan
dinikahkan, karena masalah seperti ini sering kali dijumpai khususnya dalam
masyarakat desa, para orang tua yang kurang begitu memperhatikan batas
minimal kasigpan anak perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini
merupakan peran penting Undang-Undang dalam rangka upaya melindungi hak-
hak perempuan untuk mencapa tingkat kedewasaan sehingga benar-benar
terwujud kesiapan untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Segjumlah pasal daam KHI dianggap berseberangan dengan undang-
undang baru, seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989 tentang ratifikasi
CEDAW,; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia. Semua
undang-undang tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan
hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah yang sangat tegas menekankan prinsip demokrasi

dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan



perempuan. Pemerintah pun meratifikas sjumlah Konvens Internasional yang
berisi perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan.’Bahkan, lahir UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga.®

Lahirnya KHI, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991,
yang ditetapkan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali, tujuan utama perumusan
Kompilas Hukum Islam Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam
(unifikatif) bagi para Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang
wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragam Islam,® sesungguhnya
merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan masyarakat
akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama.
Keberagaman itu merupakan konsekuens logis dari pandangan figih yang
menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena
itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara
sistematis sebagal landasan rujukan bagi para hakim agama skaligus sebagai
langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Lagi-lagi, tujuannya
adalah untuk unifikasi hukum.

Tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan KHI pada masa sekarang

mengandung dua hal, di satu siss memudahkan kinerja para hakim agama dan

" Siti Musdah Mulia, Islam dan InspirasiKesetaraan Gender, cet. ke-1, (Yogyakarta:
Kibar Press, 2006), him.166.

8 Himpunan aturan Perundang-undangan tentang pelanggaran HAM (Hak Asasi
Manusia), cet. ke-1, (TKP: TRINITI, 2007).

® Abdurrahman MH. SH, Kompilasi Hukum di Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992), him.108-110.



pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan
memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga,
hal ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri di
|apangan, semantara yang menjadi rujukan itu sendiri tidak ada perubahan. *°
Menurut perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang
merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat I1slam di Indonesia, karena tidak
digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah,
melainkan diangkut begitu sgja dari figih klasik yang bernuansa Arab. Maka tidak
heran jika laki-laki sebagai sumber inspirasi, hukum, aturan, diginity (gengsi) dan
kebanggaan tersendiri selain ikatan suku, ikata darah karena potret masyarakat
waktu itu adalah masyarakat patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai pusat
aktifitas, nilai-nilai dan standar sosial.™ Ketidak relevanan fikih-fikih klasik itu,
oleh karena disusun dalam era, kultur, dan imginas socia yang berbeda.
Fenomena ini menggugah dari berbagai kalangan terutama para aktivis untuk
merefiss KHI. Ditawarkannya Counter Lega Draft ( CLD) yang masih berupa
usulan yang diusung oleh Tim pengarusutamaan Gender pada tahun 2004, dengan
tujuan ingin meneragpkan sebuah Undang-Undang mengenai perkawinan pada
khususnya, untuk mengatur ketimpangan dan kesenjangan hubungan antara kaum
laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, supaya lebih menjamin

kesetaraan serta melindungi akan hak-hak perempuan.

0 5iti Musdah Mulia, Isam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, cet. ke-1, (Y ogyakarta:
Kibar Press, 2006), him., 158-159.

! Muhammad Guntur, Isam Perempuan dan Kearifan Lokal, dalam Jurnal Perempuan
edisi 57, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan 2008), him. 63



Belum mencapai tahap naskah CLD dipublikasikan, sudah banyak
berbagai kritikan dari barbagai kalangan, terutama dari kalangan pendukung KHI,
sampai pada akhirnya CLD ini ditolak oleh Departemen Agama Indonesia, karena
dalam CLD terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan gjaran syari’at Islam.
Terjadinya penolakan terhadap CLD bukan berarti menjadi penghambat bagi
penulis untuk meneliti Peraturan dalam Draft tersebut.

Hal itu dapat dimaklumi mengingat institusi keluarga dalam hampir semua
agama selalu dipandang sebagai sanctuary atau wilayah sakral dan karenanya
menjadi sangat sensitif. Tidak mengherankan jika berbagai hukum yang
digunakan dalam mengatur masyarakat di Negara-negara Islam bisa mudah
berubah, namun tidak demikian dengan hukum keluarga. Bahkan sebagaian besar
umat Islam meyakini bahwa mengubah hukum keluarga, terutama hukum
perkawinan berarti mengubah syari’at Islam. Hukum perkawinan dianggap
sebaga jantung syari’at. Sebaliknya, mempertahankan hukum perkawinan yang
ada meskipun dianggap kurang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan
ummat selau dipandang sebagai mempertahankan agama. karena itu sangat
dimaklumi jika upaya-upaya untuk mengubah hukum keluarga selalu ada yang
memaknai sebagai upaya pembangkangan terhadap syari’ at 1slam.*

Dari dua perbedaan, dan kontroverss antara Kompilass Hukum Islam (KHI)
dengan Counter Legal Draft (CLD), menjadikan wacana hak-hak perempuan

dalam perkawinan menarik untuk dikaji lebih dalam.

2 |bid., him 172.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini mempunyai
konsentrasi pembahasan sebagai berikut:
1. Bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Kompilasi
Hukum Islam dan Counter Legal Draft ?
2. Apa persamaan dan berbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft?
3. Bagamana relevansi pengaturan hak-hak perempuan dalam
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft

dengan konteks kekinian ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan hak-hak perkawinan menurut KHI dan CLD dalam
perspektif gender.

2. Merumuskan persamaan dan perbedaan anatara kedua hukum tersebut.

3. menggambarkan bagaimana relevansi hak-hak perempuan dalam
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Lega Draft
dangan kontek kekinian.

Kegunaan dari penelitian ini antaralain:
1. Sumbangan dalam memperkaya khasanah penelitian tentang hak-hak

perempuan dalam perkawinan.



2. Memberi pengarahan positif, representatif, dan obyektif dalam upaya
perbaikan sistem dan pranata sosia yang adil dan lebih bernilai

kemanusiaan.

D. Tdaah Pustaka

Penelitian mengena perkawinan sebenarnya bukan ha yang baru,
demikian juga hak dan kewagjiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Cukup
banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebuah acuan, baik
berupa karya tulis, hasil penelitian, maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh
para peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang yang berkonsentrasi pada
hak-hak perempuan dalam perkawinan sebagai mana yang telah mewarnai dalam
Kompilass Hukum Islam dan membandingkan dengan Counter Lega Draft
dengan perspektif gender tampaknya belum dijumpai. Mengena buku-buku yang
membahas mengenai gender dan perempuan adalaah seperti bukunya: Mansour
Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku ini menygjikan secara
sederhana tentang apa sebenarnya analisis gender itu sendiri, sebagaimana
layaknya teori social lainnya seperti analisis kelas, analisis kultur, dan analisis
diskursus, adalah analisis untuk memahami realitas social. Berusaha memberi
makna, konsepsi, asums, idiolog, dan praktek hubungan baru antara laki-laki dan
perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial,
ekonomi ,politik, kultur) yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis lainnya.

Asghar Ali Engineer, tokoh yang hadir sezaman dengan Fatimah Mernissi

yang kemudian menawarkan idenya melalui teologi pembebasan sekaligus
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memperjuangkan “liberasi” dan “humanisasi” ( pembebasan dan manusia) dalam
mewujudkan kesetaraan yang diharapkan. Asghar juga tak jarang mengupas aspek
sgjarah Iam mulai dari sebelum datangnya sampai pada keadaan setelahnya,
guna membedah secara gamblang garan Islam itu sendiri dalam memposisikan
kesggjaran kaum perempuan dan laki-laki. Ide dan pikirannya ini antara lain
dapat dijumpa pada tulisannya yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia“ Hak-Hak Perempuan dalam Islam”.*® Serta Teologi Pembebasan.**

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspaktif Al-Qur’an.
Buku ini berusaha menguraikan tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan dengan menggali ayat-ayat yang tertuang dalam kitab suci Al-qur’an
untuk mendapatkan suatu hasil tanpa adanya pengaruh social, kultur yang sering
mengakibatkan timbulnya diskriminasi anatara hubungan laki-laki dan
perempuan.

Siti Rukhaini Dzuhayatin, dkk. Rekonstruksi Kesetaraan Gender dalam
Isam. tulisan-tulisan yang ada di daam buku ini berusaha menyajikan
sekumpulan metodologi untuk dapat memahami teks-teks keagamaan supaya
tideak lagi adanya timpang gender, tetapi mampu meletakkan kedudukan
perempuan setara dengan kedudukan laki-laki.

Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. dalam buku
ini penulis sangat ingin memperbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan, di

mana posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki, dan kenapa

3 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan
Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2 (Y ogyakarta: LSPPA, 2000).

4 Asghar Ali Engineer, Isam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro, cet.
ke- 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 1999).
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selau terjadi ketidak adilan gender? tulisan-tulisan di dalam buku ini berupaya
menggali teks-teks agama untuk dijadikan sebuah landasan dalam merevisi hukum
keluarga yang ada di Indonesia serta membandingkannya dengan hukum yang
berlaku di Negara-negara Islam lainnya, serta mengkritik pasal-pasal yang
dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan, serta bertentangan dengan
Hukum Internasional.

Sachiko Murata, The Tao of Islam. Tulisan-tulisan yang termuat dalam
buku ini berusaha membuktikan bahwa maskulinitas dan feminitas pada tataran
manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif yang keduanya saling
melengkapi, buku ini berupaya menjelaskan dengan menjabarkan adanya
keseimbangan dan kesatuan yin dan yang, feminitas dan maskulinitas, jamal dan
Jjalal, sebagal tujuan penciptaan, keseimbangan ini seharusnya tercipta baik dalam
alam lahiriah maupun batiniah, dengan katalain, esens tujuan hidup manusia baik
laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi insan kamil, yaitu manusia
yang dapat menyatukan sisi ilahiah jamal dan jalal menjadi kamil (sempurna) °

Sedangkan buku-buku yang banyak membahas tentang perkawinan adalah
Hukum Perkawinan 1, karya Khoiruddin Nasution, Figih Munakahat karya Nur
Djaman, dimana buku tersebut membahas mengenai perkawinan, serta mengkaji
beberapa Hukum Keluarga di Negara Islam. Buku yang membahas mengenai
kedudukan perempuan, menurut pandangan tokoh-tokoh intelektual separti

K.H.A. Wahid Zaini; M. Quraish Shihab, dkk. Memposisikan Kodrat.

15 Sachiko Murata, The Tao of Islam, cet.ke- 5, (Bandung: Mizan, 1998).



12

Di dalam buku ini mendeskripsikan bahwa kata “kodrat” sering memiliki
interpretasi berbeda, karena banyak dipengaruhi oleh berbagai mitos, kultur, dan
stereotip terhadap perempuan, padahal dari segi kemanusiaannya, laki-laki dan
perempuan memiliki dergjat yang samadi sisi Allah.

Fatimah Mernissi, Beyond the Veil, Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria
dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern. Buku ini menyatakan bahwa
pada tingkat spiritual dan intelektual perempuan adalah sama dengan laki-laki,
perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis, seperti di dalam Al-qur’an
menyatakan adanya ”kelebihan” laki-laki atas perempuan, tetapi kelebihan di sini
terkait secara jelas (‘illat sorih) dengan nafkah sehingga bersifat ”ekonomi” dan
tidak terkait sama sekali dengan martabat atau dimens spiritual dan intelektual.

Karya-karya ilmiah yang berupa skripsi khusus di fakultas syari’ah yang
membahas tentang kesetaraan gender misalnya perempuan dalam rumah tangga
(Studi Bias Gender dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan). Karya Helmi yang membahasa tentang bagaimana ketentuan pasal-
pasal kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 1
Tahun 1974. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tentang
kedudukan perempuan dalam rumah tangga relevan dengan semangat dan gerakan
kesetaraan gender.*®

Hak dan Kewagjiban Suami Istri dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974.
Menurut Wacana Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan, membahas tentang

konsep hak dan kewagjiban suami istri dalam Peraturan Undang-Undang No. 1

1® Helmi, “Perempuan dalam rumah tangga ( Studi Bias Gender dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan),” Skripsi tidak diterbitkan, Y ogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga, (2001).
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tahun 1974 dalam wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan pisau

analisis gender.*’

E. Kerangka Teoretik

Adanya perbedaan- perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidaklah
dapat disangkal. Kenyataan menunjukkan hal tersebut paling tidak dari segi
biologis. Kitab suci Al-Qur’an mengingatkan:
Luill 5 1 5auiS) Laa Capad JaBll any Mo aSiany 44 &) Jladle | 5iai Y

18ayle ;@US.;Q\S‘&\ O aliad e A gl g pudiS) Lan sl

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing
memiliki keistimewaan, walaupun tidak menuliskan apa keistimewaan dan
perbedaan itu. Dalam buku Man of Unknow yang dituangkan oleh Alexis Carrel
peraih hadiah Nobel di bidang kedokeran menjelaskan, terdapat perbedaan antara
priadan wanita dari segi biologis, bahkan dari segi kelenjar darahnya, di samping
perbedaan-peredaan yang tidak dapat dipungkiri dari segi emosi dan mental.
Sampai dimana perbedaan ini, para pakar kedokteranlah yang dapat
menguralkannya.

Pada dasarnya penjelasan tersebut mengandung dua unsur yaitu seks (jenis
kelamin) dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara

pengertian gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan

Y Moh. Rifai, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974
menurut wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” Skrips tidak diterbitkan,
Y ogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (1999).

18 an-Nisa’ (4): 32.
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pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis
yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki
adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing), dan
memproduks sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti
rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan
mempunyai alat menyusui. Secara biologis alat-aat tersebut melekat pada laki-
laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat berubah, dan
merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau
kodrat.

Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-
laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosia maupun kultur. Misalnya
bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan.
Sementara |aki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu
sendiri tidak menutup kemungkinan untuk dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-
laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Begitu juga berlaku sebaliknya.

Segjarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia laki-laki
dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karea itu
terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal. Di
antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial
atau kultur melalui gjaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses yang
panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan _
seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga perbedaan

gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Padahal
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setigp sifat yang biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-
sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi
masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat. menjadi masalah adalah perbedaan
yang melahirkan ketidakadilan gender (Gender Inequalities) itu sendiri.
Ketidakadilan gender sebenarnya bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan,
namun kebanyakan ketidakadilan gender terjadi kepada perempuan.

Sebenarnya perbedaan gender tidak harus menjadi masalah. Yang terjadi
pada perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk
ketidakadilan. Seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi,
subbordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan
stereotip atau melalui pelabelan negatif. Kekerasan (Violence), beban kerja lebih
panjang dan lebih banyak serta sosiadisasi ideologi nilai peran gender. *°
Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling
berkaitan, berhubungan dan mempengaruhi secara dialektis.

Padahal di dalam perumusan hukum islam tidak terlepas dari pada tujuan
ke-maslahatan manusia, separti yang telah menjadi dasar dalam perumusan
hukum Islam oleh Abu Ishag Al Shatibi yaitu terdapat lima dasar (al-maqasid
asy-Syari’ah), untuk menjadi landasan dalam merumuskan hukum Islam, tujuan
utama syar’i adalah untuk maslahah manusia, kewajiban-kewajiban dalam
syari’ah adalah memperhatikan di mana ia merubah tujuan untuk melindungi

masalih manusia, jika masalih ini dirusak maka stabilitas masalih duniapun akan

9 Mansour Fagih, Analisis dan Transformasi Kesetaraan Gender, cet. ke-5, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelgjar, 1997), him. 13-21.
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rusak, kerusakan masalih ini akan berakibat berakhirnya kehidupan di dunia dan
di akhirat, yang akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat®. Imam
al-Gazzali (w. 1111 M) merumuskan tujuan dasar syari’at |slam (al-maqasid asy-
syari’ah), yakni pertama, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (hifz an-nafs).
Bagaimana mungkin manusia dapat beramal saleh kalau dia sendiri tidak memiliki
kehidupan. Kedua, Isslam menjamin kebebasan beropini dan berekspresi (hifz al-
‘aql). ketiga, 1slam menjamin kebebasan beragama (hifz ad-din). keempat, 1slam
menjamin hak dan kesehatan reproduksi (hifz an-nasl) untuk menjaga
kelangsungan hidup manusia. Kelima, Islam menjamin hak properti (hifz al-mal),
yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak untuk memperoleh
jaminan perlindungan dan kesgahteraan. Artinya seluruh keberagaman manusia
dibangun untuk melindungi kelima hak dasar tersebut. Oleh karena itu, jika
ditemukan gjaran agama yang bertentangan dengan kelima hak dasar tadi, maka
gjaran tersebut perlu direvisi dan diinterpretasi ulang demi menjawab tuntutan ke-
maslahatan manusia®

Bagaimana bila permasalahan-permasalahan tersebut ditarik ke dalam
undang-undang yang mengatur keluarga di Indonesa. Di mana hak-hak
perempuan dalam perkawinan juga telah tertuang dan mengikuti aturan-aturan
yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.

Perbedaan KHI dan CLD, tentunya di dalam perumusan yang mengatur

relas gender antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-

2 Muhammad Kholid Mas'ud, Filsafat Hukum ISam dan Perubahan Sosial, cet. ke-1,
(Surabaya: Al likhlas), hal. 229-230.

2 Siti Musdah Mulia, Islam dan InspirasiKesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press,
2006),hdl. viii
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kebijakan atau metode-metode yang digunakan dalam menentukan hasil produk
dari kedua hukum tersebut. Hal itu bisa ditilik bagaimana cara pandang dari ke
dua Undang-Undang tersebut mengenai definisi perkawinan. Perkawinan menurut
KHI, seperti yang tercantum dalam dasar-dasar perkawinan bab Il Pasa 2
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya termasuk
ibadah.?

Perkawinan menurut CLD adalah akad yang sangat kuat (misaqan galizan)
yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan
kesepakatan ke dua belah pihak.?® Definisi ini menekankan agar perkawinan
dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab oleh laki-laki dan perempuan,
serta didasarkan kepada kerelaan dan kesepakatan keduanya.

Dari dua pemaparan tersebut bisa ditarik kesmpulan mengenal
perbedaanya. Ungkapan “ibadah dan perintah Tuhan” menjadi sebuah pertanyaan,
mengapa harus ibadah, sebab pengertian ibadah adalah perintah Tuhan, praktik
perkawinan dalam masyarakat telah mengalami distorsi, perempuan lau dipahami
secara sempit sebagai kewagjiban agama, dan dianggap berdosa bila tak
melakukannya. Akibatnya tidak sedikit perempuan terpaksa menikah hanya

supaya tidak terstigma berdosa, atau sekedar melepaskan diri dari kewagjiban

2 Bab || Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, (Bandung: Citra Umbara,
2007) hal. 228.

% giti Musdah Mulia, dalam draft bukunya; Menuju Undang-Undang Perkawinan yang
Adil. Counter Legal Draft.
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kepada Tuhan, atau sekedar berbakti kepada orang tua. Praktik seperti itu pada
kenyataannya berakibat buruk bagi perempuan. Sulit mengelak manakala orang
tua atau keluarga mengawinkan mereka. Pemahaman demikian membawa
banyaknya perkawinan terpaksa, Trafficking (perdagangan perempuan dan anak
perempuan) dengan modus operandi perkawinan, poligami, perkawinan sirri dan
sebagainya.

Lebih lagi masyarakat sekarang memakna perkawinan sebaga akad
kepemilikan, menikah berarti memiliki. Pemahaman seperti ini membawa relasi
yang timpang dalam kehidupan suami-istri. Ketimpangan terdengar dari ungkapan
yang sudah menjadi baku di masyarakat, seperti suami menikah, istri dinikahi;
suami memberi nafkah, istri dinafkahi; suami membayar mahar, istri diberi mahar;
suami mencerai, istri dicerai; suami merujuk, istri dirujuk; suami berpoligami,
istri dipoligami; suami kepala keluarga, istri anggota keluarga dan seterusnya.
Pendek kata dalam perkawinan yang demikian tidak tercermin hubungan setara
antara suami-istri. Tidak mengherankan jika banyak perempuan tidak memiliki
posisi tawar dalam perkawinan mereka, baik dalam hak maupun menyangkut
kedudukan.

Di dadam CLD mempertegas bahwa perkawinan bukan sebagai kewajiban
melainkan sebagai hak setigp menusia dewasa: laki-laki dan perempuan yang
telah memenuhi persyaratan. CLD juga mempertegas perkawinan sebagai
transaks sosial atau akad yang melibatkan dua pihak yang setara: laki-laki dan

perempuan.
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Paradigma baru yang ditawarkan CLD terdapat empat hal, yaitu pertama
definisi perkawinan, kedua asas perkawinan, ketiga prinsip dasar perkawinan, dan
keempat tujuan perkawinan. Demikian mengenai perbedaan-perbadaan konsep
dasar yang ada, antara KHI dan CLD. Dari perbedaan-perbedaan tersebutlah yang
sangat berpengaruh di dalam perumusan mengenal hak-hak perempuan dalam

perkawinan, yang akan menjadi konsentrasi dalam penyusunan skripsi ini.

F. METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan

CLD dalam perspektif gender, dalam rangka penulisan proposal skripsi ini
menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenispenditian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research),
yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku,
kitab-kitab, jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan kgjian ini.
2. Sifat pendlitian

Dilihat dari sifatnya penelitian yang kami lakukan ini bersifat deskriptif,
komparatif dan analitis.

Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat bagaimana hak-hak
perempuan menurut KHI dan CLD.

Komparatif adalah usaha untuk membandingkan tentang bagaimana hak-

hak perempuan antara KHI dan CLD yang menjadi objek penelitian, dengan
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perbandingan tersebut diharapkan kita dapat menemukan persamaan serta
perbedaan sehingga hakekat objek dapat dipahami.

Anadlitis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
ilmiah dengan mendapatkan perincian secara normatif tentang hak-hak perempuan
dalam perkawinan antara KHI dan CLD dalam perspektif gender, dengan jalan
memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengartian yang lain untuk
memperoleh kegelasan, dengan bertujuan untuk menciptakan sebuah undang-
undang perkawinan yang mampu menjamin hak-hak perempuan dalam
perkawinan, kemudian ditinjau melalui perspektif kesetaraan gender, sehingga
menjadi undang-undang yang tidak bias gender.

3. Pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu penelitian yang
kgiannya dilihat dari segi faktor dan implikas hak-hak perempuan dalam
keluarga. Kemudian pendekatan Yuridis Normatif adalah mengkaji objek
penelitian tersebut dengan mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-
normayang mejadi dasar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang pembahasan judul penelitian ini, penulis
menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel-variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda , dan lain sebagainya.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Kompilasi

Hukum Islam, CLD (Counter Legal Draft) a-Qur'an dan a-Hadits yang
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merupakan sumber hukum Islam; buku-buku, undang-undang, dan bahan pustaka
lainnya yang ada relevansinya dengan obyek penelitian ini.
5. AndisisData
a. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat
umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Komparatif yaitu dengan mengkomparasikan data tentang hak-hak
perempuan dalam perkawinan KHI & CLD sehingga dapat dipahami

mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran secara umum tentang
pembahasan skripsi ini, oleh penulis, pembahasan ini akan dibagi ke dalam empat
Bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah
awa sebelum melangkah lebih jauh ke inti dari obyek penelitian, yang
men;j elaskan gambaran umum dari pembahasan skripsi kedepannya.

Bab Kedua, membahas mengenai latar belakang dari kedua hukum yang
akan diteliti yaitu KHI dan CLD, dengan memaparkan mengena bagaimana
masing-masing Undang-undang tersebut dibentuk serta mengungkap masalah-
masalah yang timbul sebagai keresahan serta mengingat kondisi ruang lingkup

budaya pada masa itu. Serta mengetengahkan hak-hak perempuan dalam
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perkawinan, yakni membahas mengenai hak-hak perempuan di dalam perkawinan
dengan menggunakan sisi normatif dan yuridis, dihubungkan dengan HAM,
KDRT, perlindungan terhadap anak, serta masalah-masalah yang berhubungan
dengan hak-hak perempuan. Di sub bahasan paling terahir dalam bab ini yakni
mengungkapkan perbedaan-perbedaan antara KHI dan CLD terkait dengan
permasal ahan hak-hak perempuan yang menjadi konsentrasi dalam skripsi ini.

Bab Ketiga, penulis mencoba melakukan perbandingan antara hak-hak
perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD. Dengan menganalisis
pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan yang telah di paparkan pada bab
sebelumnya.serta memberi gambaran bagaimana relevansi pengatur hak-hak
perempuan dalam perkawinan menurut CLD dengan konteks kekinian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran,
diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari
beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian-bagian

sebelumnya.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hak-hak perempuan dalam perkawinan antara
KHI dan CLD berdasarkan perspektif gender pada bab-bab sebelumnya maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang mengatur tentang relas serta hak-hak perempuan di
dalam sebuah perkawinan yang terdapat dalam KHI nampaknya membuka
ruang yang bias gender, karena banyak dijumpa pasa-pasa yang
mengedepankan kaum laki-laki, kaum perempuan diletakkan sebagal
konco wingking yang bertanggung jawab pada ruang domestik,
sebagaimana tertuang di dalam masalah kedudukan perempuan sebagai ibu
rumah tangga dan seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga
yang memegang kekuasaan utama dalam sebuah keluarga. Akibatnya
perempuan hanya dijadikan pengikut atau manusia nomor dua, bahkan
tidak mempunyai kewenangan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di
dalam sebuah perkawinan atau keluarga. Sementara rumusan yang terdapat
dalam pasal-pasal CLD, ingin mewujudkan konsep kesetaraan gender baik
laki-laki maupun perempuan mempunyal tanggung jawab penuh terkait
berbaga aspek kelangsungan hidup berumah tangga.

2. Hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD tidak
terdapat persamaan. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan menurut

KHI dan CLD mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, yaitu

94
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sgjumlah pasal-pasal dalam KHI dirasa telah memarjinalkan perempuan.
KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam figh yang menempatkan
perempuan sebagai "urutan kedua’ setelah laki-laki. Seperti dalam
perwalian, saksi, nusyuz, poligami serta dalam hak dan kewajiban suami
isteri.

3. KHI didominasi oleh budaya patriarkhi hal ini dikarenakan KHI diusung
dari kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama Arab dengan masa
serta budaya yang berbeda dengan readlitas budaya masyarakat Indonesia
sekarang. KHI tidak disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat
Indonesia. Rumusan CLD digali berdasarkan pemikiran, serta kearifan
lokal masyarakat Indonesia, hanya sgja para muslim konservatif selalu
memaksakan aturan-aturan seperti yang telah tertuang di dalam KHI, serta
dianggap sebaga aturan final dan diyakini bersifat ilahiah, yang tertutup
dan tidak mau menerima aturan atau gagasan baru, meskipun gagasan
tersebut sebenarnya lebih sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat
pada masa sekarang, karena pola pikir perempuan pada masa sekarang
sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat serta gigh untuk
memperjuangkan hak-haknya baik di dalam kancah publik maupun

domestik.

B. SARAN
1. Kita harus sadar untuk dapat memberikan pengakuan dan penghargaan

atas peran, kerja serta tanggung jawab perempuan di dalam sebuah
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keluarga, baik menyangkut pekerjaan di dalam maupun di luar rumah,
karena seberapapun besar dan kecil wujud dari pekerjaan, atau nilai
ekonomi yang dihasilkannya itu, kita harus senantiasa untuk bisa
menghargainya.

2. Proses perjuangan pemberdayaan serta perlindungan perempuan
pembentukan hukum dan undang-undang yang lebih menjamin hak-hak
perempuan serta lebih  memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan
gender harus lebih digalakkan.

3. Perlunya rekonstruksi terhadap pemahaman dan tafsir keagamaan tentang
hak dan posis perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di
masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman atas hak
serta kedudukan perempuan sangat mempengaruhi pandangan dan sikap
masyarakat terhadap perempuan, yang akhirnya juga akan menghasilkan
produk hukum dan Undang-undang yang mendiskriminasikan perempuan.

Dengan demikian pendlitian ini telah dilakukan secara komparatif,
namun penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak membutuhkan
berbagai kritik konstruktif sehingga hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi
peneliti untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat
bagi diri penyusun khususnya dalam pengembangan hukum keluarga Islam di
Indonesia, dan tak ketinggalan semoga curahan petunjuk dan ampunan selalu

tercurah dari-Nya mengiringi terealisasinya skripsi ini.
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BAB |

Janganlah kamu iri hati, karena Allah melebihkan setengah
kamu dari yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari usaha
yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari
usaha yang dikerjakannya. Kamu mintalah kepada Allah
karuniazNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap
sesuatul.

BAB Il

Lalu Tuhan mereka memperkenankan permintaannya, (seraya
berkata): sesungguhnya aku tiada menyia-nyiakan (pahala)
amalan orang yang berama diantara kamu, baik laki-laki
maupun perempuan, setengah kamu dari yang lain (sebangsa).
Maka orang yang hijrah dan diusir dari negerinya, lagi disakiti
dadam jaan-Ku (agamaku) dan mereka berperang dan
terbunuh, sesungguhnya Aku hapuskan segala kesalahannya
dan Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir air
sungai di bawahnya; dan Allah di sisi-Nya pahalayang baik.

Hai orang-orang yang beriman tiada halal bagimu mempusakai
perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan
mereka karena hendak mengambil sebagian (mas kawin) yang
telah kamu berikan kepadanya kecuali jika mereka memperbuat
kgi yang nyata (zina). Bergaullah dengan mereka (istrimu)
menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah
kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu,
sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Mereka mengadakan anak-anak perempuan bagi Allah, Maha
suci Dia dan bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan (yaitu
anak laki-laki).

Apabila salah seorang mereka di beri kabar gembira dengan
anak perempuan, lalu mikanya menjadi hitam, sedang ia
berduka-cita (menahan kemarahannya).

la bersembunyi diri dari kaumnya, karena kejahatan apa yang
diberikan kabar gembira kepadanya. Apakah akan dipegangnya
anak itu dengan (menanggung) kehinaan atau dikuburkannya
amat jahat hukuman merekaitu.

(Dia ciptakan) kuda, bighal dan keledai, supaya kamu
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mengendarainya dan menjadi perhiasan dan dia menciptakan
apa yang tiada kamu ketahui.

Ha manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-
laki dan perempuan (Bapak dan lbu), dan Kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan berusaha
supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang termulia
di antara kamu di sis Allah adalah orang lebih bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha amat
Mengetahui.

Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi
perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari
yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari
hartanya (bagi perempuan). Yang sdih ialah perempuan-
perempuan yang taat yang memeliharakan kehormatannya
waktu ghailb (suaminya), sebagaimana Allah telah
memeliharakan dirinya. Perempuan-perempuan yang kamu
akan hawatir kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat
dan kamu tinggalkan mereka sendirian di tempat berbaringnya
dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak
menyakiti badannya).jika mereka ta at kepadamu, janganlah
kamu cari jalan untuk menganiayanya, sesungguhnya Allah
MahaTinggi lagi Maha Besar.

Kalau kamu ketahui perselisihan antara keduanya (laki-istri)
hendaklah kamu utus seorang hakim dari keluarga laki-laki,
dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim
itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberikan
taufik kepada kedua laki-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.

BAB I

Seseorang yang melakukan perkawinan sama  dengan
seseorang yang melakukan setengah ibadah

Ha golongan pemuda hendaklah kamu kawin, sebab kawin
lebih memegamkan pandangan mata dan lebih menjaga
kemaluan, barang sigpa tidak mampu pada ongkos kawin,
maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa
penangkal (syahwat).
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Apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis
iddahnya, maka janganlah kamu larang perempuan itu hendak
mengawini bekas suaminya kembali, jika ia telah suka sama
suka secara ma'ruf. Demikian itu digarkan kepada siapa yang
beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian
itulah yang lebih baik dan lebih suci bagimu. Allah mengetahui
dan kamu tiada mengetahui.

Maka hendaklah kamu kawini mereka itu dengan izin ahlinya.

Hendaklah kamu kawini orang-orang yang menjanda di antara
kamu dan orang-orang yang saleh di antara hamba-hambamu
yang laki-laki dan hambamu perempuan. Jika mereka itu orang
miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya.
Allah luas (karunia-Nya) lagi maha Mengetahui.

Kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyatnya.

Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah
berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika mereka
mengadakan perdamaian antara keduanya,. Berdamai itulah
terlebih baik (daripada bercerai). (memang) manusia itu
berperangai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada
istrimu) dan bertagwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa-apa yang kamu kerjakan.

Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku ’adil tentang
anak-anak yatim maka kawinilah olehmu perempuan-
perempuan yang baik nagimua, berdus, bertiga, atau berempat
orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku ’adil,
maka kawinilah seorang sgja, atau pakailah hamba sahaya.
Y ang dsemikian itu lebih dekat kepada triada aniaya.

Kamu takkan kuasa berlaku adil antara perempuan-perempuan
itu, meskipun kamu sangat ingin demikian itu, sebab itu
janganlah kamu condong secondong-secondongnya, sehingga
kamu tinggalkan perempuan itu sebagai seorang Yyang
tergantung. Jiak kamu perbaiki (kesalahanmu) dan bertagwa,
sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Penyayang.

Barang sigpa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui
batas-batas (larangan-Nya) niscaya Allah memasukkan dia ke
dalam neraka, serta kekal di dalamnya dan untuknya siksa yang
hina
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Laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi
perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari
yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari
hartanya (bagi perempuan). Yang sadih ialah perempuan-
perempuan yang taat yang memelihaakan kehormatannya
waktu ghalb (suaminya), sebagaimana Allah telah
memeliharakan dirinya. Perempuan-perempuan yang kamu
akan hawatir kedurhakaannya, hendaklah kamu beri nasehat
dan kamu tinggalkan mereka sendirian di tempat berbaringnya
dan kamu pikullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak
menyakiti badannya).jika mereka ta'at kepadamu, janganlah
kamu cari jalan untuk menganiayanya, sesungguhnya Allah
mahatinggi lagi Maha Besar.

Berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya,
sebagai suatu pemberian.
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